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PERATURAN

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR o©ozo TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

d.

bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang
profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab, diperlukan
Pegawai Negeri Sipil yang kompeten melalui sistem pengadaan
yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; .
bahwa pengadaan calon pegawai negeri sipil merupakan
tindaklanjut dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pemuda dan Clahraga tentang Pedoman Pengadaan Calon
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tetang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil ;



Menetapkan

7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;

9. Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013 tentang Kabinet
Indonesia Bersatu II dalam Sisa Masa labatan Periode 2009-
2014,

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun
2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil;

11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun
2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di
Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0275
Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan
Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi Menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN

PENGADAAN CALON PEGAWAIL NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Pedoman pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum daflam
Lampiran I dan II Peraturan Menteri ini, dengan sistematika sebagai
berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN
BAB 1I PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGER] SIPIL
BAB III PENUTUP

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan bagi Pejabat
Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat yang bertanggung jawab di
bidang kepegawaian dalam pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Pemuda dan Olahraga.



Diundangkan di Jakarta

pada tanggai

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) harus membentuk Tim Pelaksana Pengadaan
Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemuda dan Olahraga paling
lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 4

Sumber pendanaan bagi pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil Kementerian Pemuda dan Olahraga dialokasikan dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan
Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2013
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